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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2004 NOMOR 14 SERI C

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: 6 TAHUN 2004

TENTANG ‘

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAFRAH KABUPATEN
WAY KANAN NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG TARIF RETRIBUSI

Menimbang

Mengingat

PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN

bahwa Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
scbagaimana (elah diatur dalam Pcraturan Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor 18 Tahun 2002
(Lembaran Daerah Kabupaten {Way Kanan Nomor 24
Tahun 2002) merupakan salah satu bentuk retribusi yang
dikelola guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli
Dacrah maka perlu diatur tata cara pemungutan dan
pembayaran retribusi agar pelaksanaan Peraturan Daerah
tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya;

bahwa guna kepentingan maksud tersebut diatas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Prdana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 18 Tuhun 1997, scbuguinlmna
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati Il Way Kanan , Kabupaten
Dati II Larapung Timur, dan Kotamadya Dati Il Metro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3825 );

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3839),
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Memperhatikan

Menctapkan

-

10.

11.
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3848 );

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 ,» Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan & Pengawasan atas Penyclenggaraan
Pemerintahaan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata
Cara  Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah; B
Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24
Tabun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Way
Kanan (Lembaran  Daerah Kabupaten Way Kanan
Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor 74);

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun
2001 tentang Rencana Stratejik (RENSTRA) Kabupaten
Way Kanan ‘(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan
Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor 39 );

Peraturan Dacrah Kabupaten Way Kanan Nomor 18
Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau

Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 24
Tahun 2002 Nomor 24 )

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun
1958 tertang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi
Daerah Tingkat I dan Daerai Tingkat II;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 1991
tentang Pasar Desa;
| |

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUFATI WAY KANAN TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 18 TAHUN 2002
TENTANG TARIP RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN
ATAU PERTOKOAN. v ‘
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
a. Teko adalah bangunan di dalam pasar yang dapat dibuka dan ditutup untuk
memasarkan dan menawarkan barang-barang dagangan;
Wit bv._‘::Pedagang adalah nrang berjualan yang diperkenankan untuk menawarkan barang-
i barang dagangan;

¢. Los adalah bangunan beratap yang dipergunakan untuk menawarkan barang-
barang dagangan;

Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemakaian tempat-tempat usaha dan
jasa usaha;

e. Retribusi Pasar dan atau Pertokoan adalah pungutan oleh Pemermtah Daerah
sevagai pembayaran alas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan
termasuk tempat pelelangan ikan, ternak atau hasil bumi yang khusus disediakan
oleh Pemerintah Dacarah untuk kcpr‘mmgan orang pribadi atau badan;

f. Waib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

" g. Surat Ketetapan Retribusir Daerah (SKRD) adalah Surat Keputusan yang
menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;

h. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah Surat untuk melakukan taglhan
rciribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang dacrah dan melakukan

pembayaran;

j. Amparan adalah tempat kosong dilingkup pasar diluar bangunan yang
pergunakan untuk menawarkan barang-barang dagangan.

—
.

BAB 1I
TARIP

Pasal 2

: Besaruya tarip retribusi Pasar Gyosir dan / Pertokoan ditclapi(an sebagali berikut:
a. Biaya Izin Awal Pemakaian Tempat Berjualan.

1. Dalam Ioukota I\abupaten.

Toko : Rp. 75.000,00,-
Los ‘ : Rp 50.000,00,-
Amparan Rp. 20.000,00,-

2. Diluar Ibukota Kabupaten.
Toko : Rp. 50.000,00,-
Los : Rp. 40.000,00,-
Amparan : Rp. 15.000,00,-

b. Biaya Tarip Retribusi/Sewa .

1. Dalam Jbukota Kabupaten.

[ Sewa Toko 2 Rp.  4.000,00,-/ M?*Bulan
Sewa Los : Rp. 2.500,00,-/ M¥Bulan
Sewa Amparan o4 Rp. 1.500,00,-/ M?*/Bulan
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2. Diluar Ibukota Kabupaten

Sewa Toko : Rp. 3.500,00,- / M*Bulan
Sewa Los : Rp. 2.500,00,- / M*/Bulan
Sewa Amparan (3 Rp. 1.000,00,- / M¥Bulan

Perpanjangan Izin Pemakaian Tempat Berjualan .

1. Dalam Ibukota Kabupaten.

Toko : Rp. 25.000,00,-/ M*Bulan

Tos : Rp. 20.000,00,- / M*Bulan

Amparan : Rp. 10.000,00,- / M*/Bulan
2. Diluar Ibukota Kabupaten.

Toko . Rp. 20.000,00,- / M?*Bulan

JLos : Rp. 12.000,00,- / M?*Bulan

Awmparan : Rp.  5.000,00,- / M*/Bulan

d. Biaya balik nama pemindahan Hak Pemakaian tempat berjualan untuk
Toke, Los dan Amparan ditetapkan 10% (Sepuluh) persen dari masing-

masing harga jual. |
1

. ¢, Retribusi berjualan.

1. Dalam Ibukota I(abupaten

Toko : Rp 1.000,00,-/Hari

Los : Rp. '600,00,-/Hari

Amparan : Rp. 500,00,-/Heri
2. Diluar Ibukota Kabupalen.

Toko : Rp. 600,00,-/Hari

Los : Rp. 500,00,-/Hari

Amparan : Rp. 300,00,-/Hari

f. Retribusi Keamanan Pasar .

Toko : Rp. 500,00.-/Hari

]

2. Los o Rp. 300,00, /IIan

3  Pedagang Kaki 5 : Rp. 200,00, -/Har

4,  Amparan K Rp. 100,00,0/Hari
BAB 111

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 3

(1). Pemungutan dan pembayaran retribusi tidak dapat dialihkan / diborongkan
kepada pihak ketiga;

2). Retribusi dipungut dan dibayarkan dengan menggunakan Surat Ketetapan
Retribusi (SKRD) atau  dokumen lain yang dipersamakan untuk itu dari Subjek
Retribusi Daerah secara langsung sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan
II ¥eputusan ini; Co |

(3). Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah
Pendapaian Daerah  dan sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah dengan
=tentuan sebagai berikut :

|

HIMPUNAN KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN TH. 2004 4




a. Hasil Pungutan Retribusi Pasar Desa 30 % (Tigh Puluh persen) disetorkan
ke Kas Dacrah dan 70 % (Tujuh Puluh Persen) untuk biaya operasional.
dan Ketertiban pasar Desa yang bersangkutan. !

b. Hasil Pungutan Retribusi Pasar Desa yang sudah ada pembangunan Pemda
Kabupaten 50 % (Lima Puluh persen ) hasil pungutan Retribusi disetorkan
ke Kas dacrah dan 50% (Lima Puluh persen ) untuk biaya operasional dan
ketertiban pasar desa yang bersangkutan.

c. Hasil pungutan Retribusi Pasar Kabupaten Way Kanan 100% (Seratus
persen) di setor ke Kas Daerah.

BAB 1V
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 4

Tata cara peraberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan

sebagai berikut :

a. Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan kelctapan dan penghapusan
atau per.gurangan sanksi administrasi atas SKRD harus disampaikan secara
tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk,
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD
dengan memberikan alasan yang jelas.

b. Kepala Dinas Teknis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan keringanan,
pengurangan dan pembebasan retribusi diterima, harus sudah memberikan
keputusan.

. ¢. Apabila sudah lewat waktu 3 (tiga) bulan Kepala Dinas Teknis tidak memberikan

keputusan, permohonan pembetular, pengurangan ketetapan penghapusan atau

penzrangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BABYV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUAR$A

Pasal §

(1) Piutung Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

(2) Tata Zara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah adalah :

a. Wajib Ketribusi dapat mengajukan permohonan Penghapusan Retribusi.

b. Permohonan dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh
Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak 1anggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan
alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung pcrmohonannya.

c. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan
clch Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat
permoiionan. '

d. Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan penghapusan

Jianggap dikabulkan.
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HIMPUNAN KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN TH. 2004 S



o ~ BABVI K
PENUTUP '

Fasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

. Agar setizp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini
R .+ dengen penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten-Way Kanan.

Ditetapkan di : Blzuﬁbangan Umpu
Pada Tanggal : 11 Agustus 2004

BUPATI WAY KANAN
l. L i Pto.

Drs. TAMANURI, MM.

DiUndangkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 11 Agustus 2004

‘SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
Dto.

Hi. M. ABADI, SH, MA, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 460011678

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
; TAHUN 2004 NOMOR 14 SERI C :

\
Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab Way Kanan

LUy p~——

NASARUDDIN, SH., MH
Pembina
NIP 710016707

S ————
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|FORMAT SKRD ] Lampiran | : Keputusan Bupati Way Kanan

Nomor
Tentang
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN SKRD \
DINAS PENDAPATAN DAERAH (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) No Urut
Komplek Perkaitoran Pemkab. Way Kanan |[Masa Retribusi : CT T T 111
Blambangan Umuy 31764 Telp. 0723-461022|Tahun _ Do, )
Naira X
, Alamat ;
NFWRD > OO0OCTT1To | T 1]
Tanggal Jatuh Termpo - |
No Ayat Jenis Retribusi Daerah Jumlah
_ (Rp)
N A P
- Jumlah Ketetapan Pokok Retribus|
Junmlah Sanksi : a.Bunga
L b. Kenaikan

et § Jumlah Keseluruhan
Pl

Dengar Huruf C ]

L ]
{ . | |

PERHATIAN :

1. Harap Penyetoran diiakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Lampung) dengan menggunakan Surat
. Ketetapan Retiibusi Daerah (SKRD) Inl. '

2. {Apabila SKRD ini *idak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD Ini
- "'|'dit'e'rima dikenakan sznksi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

Blambangan Umpu,
a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kasubdin Pendataan dan Penetapan

fcmross ot von ye o cvens sos co v aies mmmaman )
NIP.

Ruang untuk Teraan Diterima Oleh,

Kas Reg'ster/ Tanda tangan Petugas Tempat Pembayaran Penyetor
Petugas Peneriina Tanggal :
' Tanda Tangan : )
Nama Terang Co (e, )
'MODEL : OPD- 10G
t Gunting disinl/ cut here
No. SKRD: ............

TANDA TERIMA

NPWPD.

Nama e et e it e e e e
Alamat ? epeseniy e diesnag s siedsenasresete s ane s
Blambangan Umpuy, ........cooovvuvvvveeo,
Yang Terima
(e e, )

[. . 1

; -1 G
MODEL : DPD BUPATI WAY KANAN -

dto.

Drs. TAMANURI, MM




[FORMAT STRD ]
< Lampiran 1l : Kepulusan Bupall Way Kanan
Nomor
. Tentang
PEMERINTAH K4BUPATEN WAY KANAN STRD
DINAS PENDAFPATAN DAERAH (SURAT TAGIHAN RETRIBUS| DAERAH) No Urut
Komplek Rerkantoran Pemkab. Way Kanan  |Masa Retribusl @ ............ Gsseene | CT T T 1 1]
Telepon (0723) 461018 Tahun iy e §0 504 5B
Nama :
Alamat :
NPWRD : (N A A N R B A

Tanggal Jatuh Tempo :

I Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No. 18 Tahiin 1997 sebagalmana telah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun
2000 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan alau keterangan lain atas pelaksanaan kewajlban :

ayatRetibust (L 1 [ [ [ ]

NAMA RO DUSE oo,

I1.-Dari-penelitian 1 dan atau pemeriksaan tersebut dlata:, perhitungan Jumlah yang masih harus dibayar adalah
sebagai berikut :

1. Retribusl yana kurang dibayar Rp.
2. Sanksi administrasi
a. Bunga (Pasa! 27 (2)) Rp.
b. Kenaikan Rp.

3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) Rp.

Dengan Huruf {_ . |

PERHATIAN.: — — - - .

1. Harap Penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (BankK .................. ) dengan menggunakan Surat
Tagihan Retribus: Daerah (STRD) inl.

2. A'pabila STRC ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD inl diterima

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan,

Tahun ........

.................................

....................................................

NIP.
Gunling disini/ cut here
{ ' | No. STRD ;
TANDA TERIMA
NPWRD S T A s B SRR SRS 9§ 03
Nama s o st A AT RSl w22 s
Alamat e A A s o35 335 § 554
................................. , Tahun ...............
Yang Menerima
(15 575 oo 53508 508 35 5 55 615 e i B 5 e )

Lo

-

BUPATI WAY KANAN

dto.

. |
' Drs. TAMANURI, MM




